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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai

jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Orang yang mengidap penyakit kleptomania tidak dapat dipidana,karena

perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana tapi disebabkan

tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, karena dalam pertumbuhannya

jiwanya terganggu.Dimana, orang yang mengidap kleptomania dikatakan

cacat jiwanya atau jiwanya terganggu karena dalam melakukan tindak pidana

pencurian tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya.Pasal yang

berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ialah Pasal 44

KUHP.Pasal ini menerangkan orang yang cacat jiwanya tidak dapat di pidana

karena alasan pemaaf, dalam hal ini termasuk orang yang mengidap penyakit

kleptomania.

B. Saran

Aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan psikis dari pelaku

tindak pidana, seharusnya aparat penegak hukum mengajak kerja sama ahli

ilmu psikiater untuk bersama-sama memeriksa dalam tingkat penyidikan dan

penyelidikan dan nantinya hasil dari pemeriksaan tersebut dapat menjadikan

pertibangan akan dilimpahkan atau tidak ke pengadilan untuk dilakukan

persidangan.
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Jika terbukti mengidap penyakit jiwa dan tetap dilimpahkan ke

pengadilan maka hasil pemeriksaan tersebut dapat diberikan di persidangan

sebagai alat bukti yang sah, sebagai pertimbangan hakim dalam membuat

putusan dan dalam amar putusan mempertimbangkan tindakan selanjutnya

untuk dimasukkan kedalam rumahsakit jiwa atau pusat rehabilitasi.
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